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MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR: 14 TAHUN 2005

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 2 TAHUN 2005

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2005
MENTERI DALAM NEGERI,

Membaca
:
Surat Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Nomor 903/229/III/Keu tanggal 23 Maret 2005 perihal Permintaan Pengesahan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2005;

Menimbang 
:
a.
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, Daerah, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 Pebruari 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2005, dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan Iainnya.

b. bahwa sehubungan dengan belum terbentuknya Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, maka evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2005 tersebut pada huruf a, sekaligus dalam rangka memberi persetujuan sebagai dasar pelaksanaannya.

c. bahwa hasil evaluasi dan persetujuan terhadap Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2005, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Untlang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:

PERTAMA 
:
Mengesahkan Peraturan Penjabat Gubernur Sulawesi Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2005, terdiri atas:

1. Pendapatan sejumlah Rp 91.719.906.752,00;

2. Belanja sejumlah Rp 91.719.906.752,00 terdiri dari :
a. Belanja Aparatur Daerah sejumlah Rp.22.423.060.489,74;

b. Belanja Pelayanan Publik sejumlah Rp.59.499.041.972,27;
c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sejumlah Rp.9.347.804.290,00;

d. Belanja Tidak Tersangka sejumlah Rp.500.000.000,00;

3.
Surplus/Defisit sejumlah Rp. -

4.
Pembiayaan, terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. -

b. Pengeluaran sejumlah Rp -

KEDUA
:
Untuk pelaksanaan Diktum PERTAMA Peraturan ini supaya mempedomani hal-hal sebagai berikut :

1. Pos Belanja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat dianggarkan dalam APBD, mengingat KPU Daerah bukan merupakan Unit Organisasi dalam Struktur Organisasi lingkungan Pemerintah Daerah dan bukan merupakan kewenangan Provinsi, tetapi kewenangan Pemerintah. Oleh karena itu kredit anggaran yang semula dicantumkan dalam pos anggaran tersebut, supaya dialihkan penganggarannya pada Pos Belanja Bantuan Keuangan.

2. Penyediaan kredit anggaran untuk pendapatan sejumlah Rp.91.719.906.752,00 tidak dianggarkan pada Unit Organisasi yang mengelola anggaran pendapatan. Oleh karena itu kredit anggaran pendapatan sejumlah tersebut diatas, supaya dicantumkan pada Unit Organisasi yang mengelola Anggaran Pendapatan Daerah (Pos Sekretariat Daerah atauPos Dinas Pendapatan Daerah).

3. Penganggaran belanja perjalanan dinas sejumlah Rp.4.119.665.243,72 supaya mempertimbangkan azas penghematan dan efektivitas penggunaannya, serta dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan standar yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penganggaran belanja tidak tersangka sejumlah Rp.500.000.000,00 supaya digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak dan/atau penyediaan jasa pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan peristiwa luar biasa menanggulangi bencana alam.

KETIGA
:
Penatausahaan Keuangan Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa atas Pelaksanaan APBD serta Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005 supaya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT
:
Pelaksanaan Peraturan Penjabat Gubernur Sulawesi Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2005 dapat dlanggap sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA
:
Peraturan ini mulal berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 2005
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MOH. MA’RUF

Tembusan :
1. Yth. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;

2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

3. Yth. Sekretaris Jenderal Depdagri di Jakarta.

